Menimbang !

Mengingat

1.

WALIKOTA PEKALONGAN
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TENTANG
PEDOMAN DISIPLIN BERLALU LINTAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PEKALONGAN,

bahws

agar pel wnan Gerakan Disiplin Ko Pekalongan
khususnya dalam berlalu lintas betalan dengan baik dan

tertib, d; perlu mengs

ur petunjuk H

bahwa berdasarkan pert E d

phan

dalam ruf

raturan. Walikota

et doman Disiphin Berlalu Lintas;

Pasal 18 ayat (6] Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 194

Undang-Undang  Nomor 16 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daernh-daerah Kota Besar D

m Lingkungan
Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah , Djawa Barat dan
Dacrah [stimewa Jogiakarta, sebogaimana telah diubah
—Undang Nomor 13 7T

dengan Un
Perubak
T

un 1954 Tentang

wlang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950

ang Pembentukan Kota-koln Besar dan K ota Ke

i Djawa (Lembaran Negars Republik Indonesin Tahun 1954

Nomar 40, Tambahan

fik Indonesia

baran Negara Repu
Momor 551);

Un

B

Nomor 32 Tohun 2004 tentang

rintabian uh [Lembaran Ne

ara Republik [ndonesia

un 2004 Nos 1 Lemtk:

an  Negara

Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah

beberapa kalf

akhir dengan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 20ME tentang Perubahan  Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 32 2004 rentang  Pemerintabarn

Daerah (Lembs

0 Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 5

+ Tambaban Lembaran Negara Revublik [ndonesia




w

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 Tenang Lalu Lintas
Dan Angkutan jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesin Nomor 50251

Undang-Undang Nomer 38 Tabhun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4444);

Peraturan  Pemerintah Nemor 21 Tahun 1985 tentang
Perubahan Halos Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat u
Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat 1 Pekalongan dan
Kabupaten [aerah Tingkat Il Batang (lLembaran Negara

Republik  Indone Tahurn 1988 Nomor 42, Tambaban

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 3381);
Peratuisin Pemerintah Momor 32 Tahun 2011 Tentang

ey

Analisis Dampak Serla

Management  Kebutuhan Ladu  Lir {Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nemaor &1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55211

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 Tentang
Forum Lalu Lintas Angkutan Jolan  (Lembaran Negars
Republik Indonesia Tabun 2011 Nomor 73, Tambahan

Lembarag Negara Republik Indonesia Nomor 5520},

MEMUTUSEAN :

Menetapkan :  PERATURAN WALIKOTA TENTAN PEDOMAN DISIPLIN
BERLALU LINTAS.
BAR I
KETENTUAN LIMUM
Pasal 1
Dralam F Walikota ini vang Vaud dengan

1. Daerah adalah Kota Pekalongan

2. Pemerintah Daerah adalah Woliketa beserta Perangkat Dacrah sehagai

unsur penyelenggara Pemerintahan Dacrab.

3. Walikota adalah Walikota Pekalongan,




2

B

Dinas Perhubungan Pariwisata dan Kebudayaan vang selanjulnya disebut
Dinas adalah Dinas Perhubungan Pariwisata  dan Kebudayaan Kota
Pelaslongan,

Kendaraan Bermotor yang  selanjutnya  disebut Kendarsan adalah
Kendaraan Bermotor baik roda 2, roda 3, roda 4 maupusn roda lebih dari
empat.

Trotoar adalah jalur pejolan kaki yang umumeya sejajar dengan jalan dan
lebily tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keamanan
M
Zebra cross adalah tempat penyeberangan di jalan vang diperuntukkan

an kaki yang bersunghutan.

bagi pejalan kaki vang akan menyebesang jalan, dinyatakan dengan marks

n berbentuk garis membujur berwarna putih dan hitam.
Lampu

adalan lampu nung merupakan salah satu komponen
terpenting  dari s

ah  kendaraan  berfungsi sebapai indikator pada
kendaraan ketika berbelok yang dibuat dengan tujuan untuk mengurungi

resiko keeclakaan,

BAB R
MAKSUL DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai - pedoman

dalam rangka melaksanakan disiplin berlalu lintas

Tujuan diterbitkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk :
& mengatur mengenai tata cara beclalu lintas yang tertib;

b. memberikan arahan dalam berkendara yang haik di Jalan;

©. memberikan T kepadi 3 tentang etika disiplin

bertalu lintas di jalan,

BAB 1l
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Pedoman Disiplin Berfalu  Lintas sebagaimana  diatur dalam  Peraturan

Walikota ini, memiliki ruang lingkup sebagni berikut -

8.

berjalan kaki di Jalan;

b, menveberane di Jalan:




¢. bersepeda di Jalan;

mudikan kendaraan be Lo i .

€. i dan melewatt kende n di Jalan;

berpapasan dengan kend

membelok di

b

,,

n barang di Jalan.

BAB IV

DISIPLIN BERL:

Disiplin

lam berje

huruf a adalah set

n Kakiw

kaki yang mue

awa t

pe

e tali untuk mengikal hewan pe

mienyebiel imaksud dalam ¥

bagai be

kaki wajib

tidak ada

raan i Jalan  diwajib

st dalam Pasal 3

vt dengan menggunakan

atau begjalen menghadap ares lala

atsu jembatan

akan




Pasal &

Disiplin dalam by lin i Jalan dinmpl dalam Pasal 3 hurul
© adalah sebagai berikur -

a. menggunakan jalur sepeda vang telah digunakan, dan apabila tidak ada
jalur sepeda maka mengggunakan jalur paling kiri jalan serta harus
ta dan hati-hati terhadagp

i Jalan yang lainmnya;

o

bersepedo pada matam hari, menggEunakan penerangan lampu depan dan
bagian belakany sepeda

phapi pemantul cahaya;

n

dalam rombongan bersepeda, harus ads yang memimpin rombongan urituk

mengatur  jalan di depan dan seorang pengawas  rombongan  yang

diri di beli roml seria t sepeda
maksimal berjajar 2 (dua),

Pasal 7

Disiplin dalam mengemudikan kendaraan bermotor di Jakan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 3 huruf d adalah sebagai beriko :

a,

bermotor secara cermat,
seperti rem, roda kendaraan, tekanan angin, lampu kendarann dan kaca
spion;

b, membawa barang sccukupnya dan tidak melebihi batas roakesimal;

¢ mengemudi harus konsentrasi di jalan;

d. dalam i kend bermaotor dil sambil berponsel | telepon
[ ams), 1 o dalam  kead, lelah, r ik, dam dibawah
pengaruh obat (| alkehol | narkoba);

{8 sabuk p umtuk p mabil;

. mengggunakan helm standar nasi Ind in ntuk p dara sepeda
motor;

B membawa SIM, STNK kend vaang i dan R plat

namor asli dari kepolisian;

h. menggunakan jalur jalan sebelah kisi;

i. menpgunakan |kaca spion pada waktu akan  membelok, melewati,
memperlanbat atau berhenti;

J. apabila ingin keluar dari pinggir jalan, membelok kearah kit | kanan,
pindah lajur dan mendahului harus memberi tanda  fsvarat dengan
mengzunakan lampu sein;

k. menjaga jarak aman dengan kendaraan didepan;

L meneemudikan  kends

sesual kecenalan vang diperbolehkan dan




m. memperlambat kecepatan pada tempat penyveberangan pejalan kaki, dekat
seholah, tempat keramaian pada persimpangan dan tikungan;

n. bagi pengendar sepeda motor, tidak diper b bal k
diluar ketentuan;

o, menyalakan lampu utama pacls

Inm hari bagi kendaraan

% siang maupun

mixda 2 dan kendarnan roda 3.
Pasal 8

Distplin dalam mendahuluil dan melewar lain di Jalan sehag

dimaksud dalam Pasal 3 huruf e adalah sebagai beriloat :

a, hanya boleh mendahului kendarasn lain jika mempunyai ji
bl

uk pandang

& dlan tersedia ruang yang cukup untuk menghindari tabrakan dengan

lalu lintas yang datang dari arah berlawanan;

b. Tidak boleh mendahulul kendarsan lain pada persimpangan, tempat

penyeberangan pejalan keki atsu perlintasan kereta api atau kendarsan

lain yang berhenti;

c. jika ada kendaraan ain yang menyalip, harus memberi ruang vang cukup
unhik kendaraan sedang yalip dan tidak menambah kecepatan
Paszal 9
Disiplin  dalam berpap dengan lain di Jalan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 huruf f adalah sebapai berikut ;

a. pengemudi yang berpapasan dengan kendaraan lain dar arah berlawanan

pada jalan dua arah yang tidak dipisahkan secara jelas wajib memberikan

rung gerak vang cukup di sebelah kanan kendaraan;

b, Jika terhalang oleh suatu rine '

engpuni jolan did wajily

mendahulukan kendaraan yang datang dari arah berlawanan

Pasal 10
Digiplin dalam membelok di Jalan sebogaimana dimaksud dalam Pasal 3 huraf
# adalah pengemudi kendaroan yang akan berbelok, berbalik arah atau
berpindah lnjur wajib mengamat siuast ol lintas dari depan, samping, dan

belakang kendaraan serta memberi isyarat lampu




Pasal 11

Disiplin dalam berlals lintas di pe Jalan scbagail dimaksud

dalam Pasal 3 huruf h adalah sebagai berikut
jalan yang dilengkapi Alat Pemberd lsyarat Lalu Lintas,

a. pada persimy

pengemudi dilarang langsung belok Jari, kecuali ditentukan lLisin oleh
Rambu Lah Lintas;
L. Pada i 1 vang tidak di i dengan Rambu Lalu

Lintas, pengemudi it memberikan hak utama pada

1. kendaraan vang datang dari arah depan dan/atau dan arah cabang
persimpangan yang lain jika hal itu dinyatakan dengan Rambu Lalu
Lintas atau Marka Jalan;

2, kendaraan lain dar jalan utama jika pengemudi datang dari cabang

persimpangan yang lebih keell atau daort pelarangan yang berbatasan

. dengan jal
3, kendaran yang datang dari arah cobang persimpangan sebelah keirt jika

zau lebib dun sema besar;

cabang persimpangan 4 {empat)

4. kendarnan yang ng dari arah cabang sebelah kin di persimpangan
3 (tiga} yang tidak tegak lurus.

¢, jika persimpangan dilenghkapi dengan alat pengendali lalu lintas yang

berbentuk bundaran, pengemudi haru memberi hak utama  kepada

kanan.

kendarsan

r yang datang da

Pasal 12

ati perlintasan sebidang antara jalue Kereta Api dan

Disiplin dalamn me
. Jalan sebagaimana
a. berhenti kedka sinyal sudnh breebunyi, palang pintu kereta api sudah

fimaksud dalam Pasal 3 huruf i adalah sebagai berikut

ditutup, atau ada isyarat lan;
b mendahulukan kereta apl;

memberi hak utama kepada kendaraan yang lebib dahulu melintas rel

asal 13

Disiplin dalam memarkir dan mengehentikan kendarann bermotor di Jalan

scbagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j adalah sebagal berikut

a. memarkir kendaraan secara sejajar atau membenmuk sudut sesual marka

marlein



b, selain kendarsan umum dalam trayek, setiap kendarsan bermotor dapat

berhenti disetiap jalan kecuali @

1. terdapat rambu angan berhenti atau marka jalan yang bergars
utukh;
2, pada tempat tertentu  vang dapal membahavakean keamanan,

serta ketertiban dan kelancaran lalu lintas

dan angkutan jalan;
3, dintas jembatan, diatas trotoar, dan di jalan tol,

Pasal 14

Disiplin dalam mematuhi rambu lalu lintas di Jalan sehagaimana dimakesid
dalam Pasal 3 hurul k adalah sebagai berikut :
a. berhenti pada saat lampu merah dan berjalan Tagh saat warna hijana;

tidak parkir di tempat rambu larangan parkir;

mernatubi marka jalan;
d. bagi Juru parkir, untuk menark retribusi dan menata parkic sesuai

letentuan;

¢. tidak melanggar rambu verboden (dilarang melintas);

an umum dan atag anpkutan barang di

Disiplin dalam mengemudikan an

Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hurul | ad, iah sebagai berikut ¢

a. bapi pemilik mobil penumpang umum, bus, bacang, kereta gandeng [
rempel wajib melaksanakan Uji Berkala kendaraan tiap 6 bulan sekali;

¢ tiap 1 tahun sekali;

ran Kartu Pengawasa

b, melakukon perpan,

tahun sekali;

melakukan perpanjangan ijin travel ti
d. bagi pengemudi anglkutan umum  wajih melalui jalur trayek  sesusi

ki

sntuan;

e, pengemudi wajib memahami meng likan dan

berdaly lintas di jalan (tata cara membelok, memastki persimpangan,

berhenti, meoepd, pindah ljur, menyalip, mengetabui rambu/ marka j

. tiap mobil barang wapb masuk jembatun timbang pada ruas jalan yang

di d




h. mobil barang bak terbuka  dilarang  digunakan  untuk

penumpang;

rholehkan nh pukul

1
O8O0 - 10,00 WIB dan pukul 18.00 - 05.00 WIB.

r i waktu untuk bongkar muat barang

BAB W
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

1) Masvarnkat wajits berperan serta dalam melaksanakan Disiplin Bevialu

Lintas.

{2} Peran serta 1 a b dalam bentuk :

@ masyarakat dapat memberikan informasi dan saran terkait dengan

. pelaksanaan Disiphin Berlalu Lintas kepa Dinas dan atau instansi

terkait;

b. masyarakat memberikon liporan kepada Di dan atau instansi

terkait apabila ada pelenggaran terhadap Disiplin Berlalu Lintas.

Pasal 17

Aimana

(1) Pengawasan terhadap pelaksannan Disiplin Berlaly Lintas sebag,

dimak=sud dilaksa an cleh Dinas sesual dengan kewenangan.

{2} Dalam rangka p schaga a dimaksud pada ayat [1) dapat

dibentuk Tim vang terdin dari instans ler

(3] Pembentukan Tim ud ayat (2] ditetag dengan

Keputusun Walikota,

BAH VI
BANKS]
118

Pa

terha

sp ketentuan  Disiplin | Berlalu  Lintas  sebagaimana

Pelangg

ran Perundang-

al 3 dapat dikenakan sanksi uni Pel

dimaksud dalam Pa;




R i i

BAB VIl

(IR AHMAD




